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Abstract

In July 2021 the government issued a policy on the Implementation of Restrictions on Community
Activities (PPKM) of the Java-Bali Emergency as a step in tackling the Covid-19 pandemic crisis
in the Java region. This policy is specifically addressed to the governors in Java as instructions to be
able to suppress the decline in the number of COVID-19 cases in their respective regions. The
governors used Instagram as one of the channels in communicating the policy. The study aims to
look at the comparison of crisis communication strategies carried out by governors through
Instagram. The study is based on the Situational Crisis Communciation Theory (Timothy Coombs,
1995). Content Analysis is used as a tool to analyze the contents of the uploads of governors in java
about emergency PPKM. The results of this study show that crisis communication conducted by
governors has a different tendency to communicate the substance of policy.

Keywords: Policy Communication, Crisis Communication, Emergency PPKM, Covid-19, Content
Analysis

Pendahuluan

Penyebaran virus novel coronavirus (nCoV-2019) atau coronavirus disease-19 (Covid-19)
pada awal tahun 2020 hingga saat ini masih belum ditangulangi dengan baik oleh pemerintah.
Meskipun pemerintah telah beberapa kali mengambil berbagai langkah kebijakan penanganan,
akan tetapi angka kasus aktif Covid-19 masih tinggi dan bahkan meningkat. Berdasarkan asesmen
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa terdapat 48 kabupaten dan kota di Pulau Jawa
dan Bali memiliki nilai 4 serta 74 kabupaten dan kota memiliki nilai 3 (Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 Tentang Indikator
Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), 2021). Berdasarkan hal ini, Kementerian
Kesehatan merekomendasikan daerah-daerah itu memerlukan penanganan pandemi Covid-19 lebih
lanjut.

Sebagai langkah strategis, pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni Instruksi Menteri
Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali yang diberlakukan sejak
tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Target sasaran dari kebijakan ini secara khusus
ditujukan kepada para Gubernur serta Bupati dan Walikota. Melalui kebijakan ini mereka di
instruksikan untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayahnya
masing-masing.

Instruksi khusus bagi para kepala daerah dalam kebijakan PPKM Darurat antara lain: 1)
pengalihan alokasi kebutuhan vaksin; 2) membatasi aktifitas masyarakat; 3) melakukan koordinasi
dan pengawasan bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan; 4) melaksanakan pengetatan aktivitas dan
edukasi kepada masyarakat tentang virus Covid-19; 5) penguatan 3T (festing, tracing, treatment),
6) percepatan vaksinasi; 7) mempercepat penyaluran bantuan sosial; dan 8) pemberian sanksi bagi
yang melanggar aturan PPKM Darurat.
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Aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan yakni komunikasi. Sebagaimana
diungkapkan oleh George C. Edward III (1980), bahwa komunikasi merupakan salah satu dimensi
yang menentukan dalam implementasi suatu kebijakan (Dunn, 2017). Dalam hal ini berarti bahwa
komunikasi yang dilakukan Gubernur akan menentukan keberhasilan dari kebijakan PPKM
Darurat. Tentunya, komunikasi kebijakan tidak hanya ditujukan kepada pemanngku kepentingan
yang lain tetapi juga kepada publik sebagai target sasaran dari penanggulangan pandemi Covid-19.

Kehidupan masyarakat pada saat ini telah memasuki era sebagaimana yang telah diprediksi
oleh (Toffler & Alvin, 1980) sebagai era masyarakat informasi. Dimana ciri dari kehidupan
masyarakat informasi yaitu intensitas pertukaran informasi yang tinggi serta penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk menunjang kehidupan mereka (Straubhaar & LaRose, 2000).
Dengan semakin berkembangya teknologi informasi dan komunikasi kebutuhan masyarakat
terhadap informasi menjadi sangat tinggi. Hal ini yang kemudian menyebabkan penyebaran
informasi palsu (hoax) tentang Covid-19 semakin tidak terkendali sehingga menimbulkan
kekacauan di masyarakat yang kemudian akan membuat masalah yang lebih kompleks dalam
penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu, Gubernur harus hadir untuk menyelesaikan krisis ini.

Praktik birokrasi digital merupakan aktualisasi dari inovasi sistem pemerintahan dalam
merespon kebutuhan masyarakat informasi. Konsepsi birokrasi digital mengacu pada pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem birokrasi sebagai upaya memperbaiki kualitas
kerja birokrasi dan pelayanan pemerintah (Katharina, 2021; Setiyono, 2012). Dalam konsep lain,
birokrasi digital dapat pula disebut dengan istilah pemerintahan digital (electronic government/e-
gov). Dimana aspek kunci dalam e-gov yakni pemanfaatan komunikasi internet sebagai
interkoneksi komunikasi pemerintah (Indrajit et al., 2005). Dengan diterapkannya konsep birokrasi
digital dan atau pemerintahan digital, maka proses komunikasi kebijakan PPKM Darurat akan
semakin efektif. Publik akan memiliki alternatif sumber informasi yang lebih kredibel.

Pemanfaatan media sosial sebagai wujud dari birokrasi atau pemerintahan digital telah lama
populer di tingkat Gubernur. Fenonema ini merupakan langkah penting bagi pemerintahan lokal
karena pemerintah sadar akan peran media sosial sebagai sarana memberikan informasi dan
membangun hubungan dengan publik (Graham, 2014). Melalui media sosial, Gubernur dapat
mengkomunikasikan kebijakan PPKM Darurat secara lebih efektif dan efisien. Salah satu platform
media sosial yang lebih populer digunakan oleh Gubernur adalah Instagram.

Berdasarkan hasil rilis hasil survei We Are Social, Hootsuite pada bulan Januari 2021,
memperlihatkan bahwa platform Instagram paling banyak digunakan oleh netizen di Indonesia.
Dalam data tersebut diperlihatkan bahwa Youtube menempati peringkat teratas dengan jumlah
93.8%, WhatsApp 87.2%, dan Instagram 86.6%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan
platform yang lainnya seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya.

Gambar 1.

MOST-USED SOCIAL MEDIA PLATFORMS
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Krisis pandemi Covid-19 telah menimpa berbagai sektor kehidupan tidak hanya kesehatan,
tetapi juga ekonomi, politik, psikososial, dan juga psikologis. Dalam bidang ekonomi, pembatasan
aktivitas akibat krisis pandemi Covid-19 menimbulkan kerugian ekonomi tidak hanya secara
nasional tetapi juga secara sektoral, korporat, maupun individual (Hadiwardoyo, 2020). Krisis
ekonomi tersebut akibat dari ketidakpastian pandemi sehingga menyebabkan hilangnya
kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Kusno, 2020). Beberapa ekspresi ketidakpercayaan
tersebut telah banyak muncul ke permukaan dan sudah sampai pada aksi demonstrasi yang
melibatkan banyak orang. Selain itu, konflik horizontal juga muncul sebagai akibat dari krisis
pandemi ini (Ali Mashuri, n.d.; Klar & Bilewicz, 2017). Dalam diri individu, situasi krisis pandemi
Covid-19 juga menimbulkan kondisi-kondisi krisis seperti suasana tertekan dan depresi (Dubey et
al., 2020; Temsah et al., 2020)

Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Gubernur dalam mengelola krisis yang terjadi agar
tidak memunculkan krisis-krisis baru yang akan membuat penanggulangan pandemi Covid-19
menjadi lebih sulit. Komunikasi merupakan kunci dalam pengelolaan krisis. Dengan komunikasi
yang terstruktur dan terencana dengan baik serta dapat disampaikan dengan cara yang tepat maka
krisis bisa ditangani dengan baik. Komunikasi Gubernur melalui Instagram merupakan langkah
proaktif yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang kebijakan PPKM Darurat
dan juga untuk mengendalikan opini publik yang timbul sebagai dampak dari krisis pandemi Covid-
19.

Penelitian mengenai komunikasi krisis Covid-19 kepala daerah pernah dilakukan oleh
(Darmawan, 2021) dengan metode etnografi virtual untuk menganalisa komunikasi yang dilakukan
oleh Bupati Banyuwangi melalui Instagram selama masa pandemi Covid-19. Kesimpulan dalam
penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk komunikasi yang dilakukan yakni
dalam bentuk teks dan grafis, video, dan ‘live’ Instagram. Informasi yang paling dominan
dikomunikasikan oleh Bupati Banyuwangi melalui akun Instagramnya yakni mengenai informasi
perkembangan kasus Covid-19, sosialisasi kebijakan penanggulangan Covid-19, himbauan dan
edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi virus Covid-19, dan informasi mengenai bantuan
sosial kepada masyarakat.

Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh (ALKOMARI, 2020) tentang komunikasi
krisis Gubernur Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penelitian tersebut
menggunakan pendekatan konstruktivis dan analisis wacana dengan dukungan teori komunikasi
krisis situasiasional Timothy W. Coombs dan Sherry J. Holladay (1995). Hasil dari penelitian
tersebut menyebutkan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam
penanggulangan pandemi Covid-19 dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran media, salah
satunya adalah Instagram. Dalam instagramnya, Gubernur Jawa Tengah lebih dominan
mempublikasikan video tentang Program Jogo Tonggo sebagai bentuk dukungan kepada
masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini secara bersama-sama.

Penelitian terkait komunikasi krisis melalui Intagram selanjutnya dilakukan oleh (Hasanah
& SKM, 2021) tentang komunikasi risiko pandemi Covid-19 Gubernur Sumatera Utara melalui
Instagram. Metode analisis isi kuantitatif digunakan dalam penelitian tersebut untuk menganalisis
isi dari akun Instagram Gubernur Sumatera Utara selama masa pandemi Covid-19. Kesimpulan
dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa isi Instagram selama masa pandemi Covid-19 telah
dikelola dengan baik dengan memberikan beberapa informasi yang paling dominan ialah mengenai
pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan. Bentuk unggahan dalam bentuk foto dan narasi
merupakan bentuk informasi yang paling dominan.

Berdasarkan pada kajian beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan dengan
penelitian ini. Beberapa persamaan tersebut berada pada wilayah kajian praktis, wilayah metode
dan wilayah teori. Pada wilayah kajian praktis, yakni mengenai praktik komunikasi krisis yang
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dilakukan oleh kepala pemerintahan melalui Instagram. Pada wilayah teori, penggunaan teori
komunikasi krisis stuiasional Timothy W. Coombs dan Sherry J. Holladay (1995). Dan pada
wilayah metode, penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi/konten.

Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada wilayah
kajian empiris. Kajian empiris pada penelitian-penelitian sebelumnya merupakan kajian pada masa-
masa awal pandemi Covid-19. Sementara kajian empiris yang dilakukan pada penelitian ini
merupakan kajian pada masa pandemi PPKM Darurat tahun 2021. Mengenai hal ini, peneliti
berasumsi bahwa akan terdapat perbedaan situasi yang dihadapi pada setiap masa pandemi dan hal
ini akan mempengaruhi aktifitas komunikasi yang dilakukan. Selain itu, wilayah empiris yang
lainnya adalah bahwa pada penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji aktifitas
komunikasi krisis pada salah satu kepala daerah saja, sementara dalam penelitian ini akan dikaji
mengennai komparasi para gubernur di pulau Jawa dalam melakukan komunikasi krisis melalui
Instagram. Berdasarkan hal ini, peneliti berasumsi bahwa akan terdapat perbedaan strategi
komunikasi krisis antara satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lainnya. Perbedaan ini
dilandasi oleh perbedaan situasi krisis yang dihadapi dan juga perbedaan dari bagaimana mereka
mengelola akun Instagramnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap akun-akun Instagram Gubernur di Pulau
Jawa dan Bali, hanya akun Gubernur Banten @wh wahidinhalim, akun Gubernur DKI Jakarta
(@aniesbaswedan, akun Gubernur Jawa Barat @ridwankamil, akun Gubernur Jawa Tengah
@ganjar_pranowo, dan akun Gubernur Jawa Timur @khofifah ip yang terverifikasi oleh
Instagram sebagai akun resmi. Sementara akun Gubernur Yogyakarta dan akun Gubernur Bali tidak
diverifikasi oleh Instagram. Tanda keaslian suatu akun Instagram dapat dilihat pada tanda ‘centang
biru’ dalam profile akun Instagram. Hal ini penting dilakukan oleh peneliti untuk menjaga sumber
data penelitian yang kredibel.

Gambar 2.
Profile Akun Instagram Gubernur di Pulau Jawa

ﬂ wh_wahidinhalim & @ aniesbaswedan ©
A § )
@ ridwankamil £ @ ganjar_pranowo % @ khofifah.ip €

Sumber: Instagram (2021)

Keenam Gubernur di atas sering memanfaatkan akun mereka untuk berkomunikasi dengan
publik. Mereka sering mengunggah konten-konten yang berkaitan dengan pandemi Covid-19
dalam bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan strategi mereka dalam mengelola konten
Instagramnya masing-masing. Aktifitas para Gubernur tersebut di Instagram merupakan upaya
bagaimana mereka melakukan komunikasi krisis dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di
wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian merupakan kajian megenai bagaima
strategi komunikasi krisis pandemi Covid-19 para gubernur di pulau Jawa di Instagram selama
masa PPKM Darurat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisa aspek-aspek apa yang mereka
komunikasikan tentang substansi kebijakan PPKM Darurat melalui akun Instagramnya masing-
masing; (2) menganalisa bagaimana mereka mereka mengkomunikasinnya melalui Instagramnya.
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan kajin
kebijakan publik, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan serta sebagai bahan evaluasi
kebijakan PPKM Darurat, terutama terkait dengan komunikasi kebijakan.
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Pandemi Covid-19 Sebagai Krisis

Krisis merupakan suatu perubahan sosial yang sangat cepat dan membawa dampak
signifikan serta akan mendorong orang untuk menyangsikan atau memprotes keberadaan susunan
politik atau kekuasaan, norma-norma perilaku, dan bahkan kelompok agama, etnis, atau budaya
tertentu (Bruckmiiller et al., 2017).

Pada saat ini, telah banyak masyarakat di berbagai negara melakukan aksi protes sebagai
bentuk ekspresi atas kekecewaan dan amarah terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu
mengatasi penularan Covid-19 (Grant & Smith, 2021). Penerapan protokol kesehatan untuk
pencegahan penyebaran virus Covid-19 telah merubah norma-norma perilaku di masyarakat.
Dimana perilaku ini ini dianggap kurang penting dan kurang dipatuhi oleh masyarakat pada masa
sebelum terjadi pandemi Covid-19 (Neville et al., 2021).

Pada kondisi pandemi Covid-19 ini juga telah muncul beberapa prasangka, kebencian, dan
perilaku merendahkan kelompok tertentu, yang pada umumnya ditujukan kepada warga asing di
suatu negara (Bartos et al., 2021). Pandemi Covid-19 sebagai krisis juga telah memunculkan
ketidakpastian terkait dengan pemicu virus Covid-19, sehingga menimbulkan perdebatan apakah
virus tersebut merupakan ciptaan manusia atau proses alamiah (Miller, 2020).

Salah satu karakteristik khas dari krisis yakni bahwa suatu krisis membutuhkan suatu
keputusan segera untuk ditindaklanjuti (Holtz, 2002). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah
menerbitkan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai respons dari adanya
krisis. Suatu kebijakan tidak hanya sekedar di terbitkan saja, akan tetapi juga harus
dikomunikasikan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan bisa mengikuti arahan-arahan yang
ada dalam suatu kebijakan.

Komunikasi Krisis

Pengertian dari komunikasi krisis secara sederhanan merupakan suatu upaya penyebaran
informasi yang dilakukan organisasi dalam rangka untuk mengatasi situasi krisis (W. T. Coombs
& Holladay, 2011). Tujuan dari komunikasi krisis ialah terciptanya makna yang sama diantara
organisasi dan stakeholders dalam menghadapi ancaman dan bahaya (Fearn-Banks, 2016). Hal
yang mendasar dalam komunikasi krisis ialah bagaimana organisasi memberikan respons dengan
segera terhadap suatu krisis dengan komunikasi yang terbuka kepada stakeholders (Prastya, 2019).

Timothy W. Coombs dan Sherry J. Holladay menggagas Situational Crisis Communication
Theory (SCCT) pada tahun 1995 untuk menjelaskan bagaimana reaksi publik terhadap suatu krisis
serta bagaimana praktisi Public Relations harus menjalankan strategi krisisnya. Menurut teori ini,
pada dasarnya publik memiliki persepsi tentang suatu krisis yang kemudian atribusi persepsi
tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Komunikasi yang dilakukan oleh organisasi akan
mempengaruhi bagaimana persepsi publik terhadap organisasi dan krisis (T. Coombs & Schmidt,
2000).

Menurut Coombs (2010), pendekatan organisasi terhadap suatu krisis dapat dilakukan
dalam tiga tahap, yakni: tahap sebelum krisis, saat krisis terjadi, dan setelah krisis terjadi. Penelitian
ini mengkaji tentang bagaimana komunikasi dilakukan pada tahap krisis terjadi. Lebih lanjut,
Coombs menguraikan beberapa strategi respons krisis, yakni: deny strategies (strategi
menyangkal), diminish strategies (strategi mengurangi), rebuild strategies (strategi membangun
kembali), dan reinforcing strategies (strategi memperkuat) (W. T. Coombs, 2010).
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1) Strategi Menyangkal dilakukan ketika organisasi menganggap tidak sedang menghadapi
krisis tetapi ada rumor yang beredar bahwa mereka sedang menghadapai suatu masalah
yang serius. Bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan berupa: attack the accuser, denial,
dan scape goat.

2) Strategi Mengurangi dilakukan ketika organisasi mengakui adanya krisis dan mencoba
memperlemah hubungan antara mereka dengan krisis yang terjadi. Bentuk komunikasi yang
biasanya dilakukan berupa: excuse dan justification.

3) Strategi Membangun Kembali dilakukan ketika organisasi berusaha merubah persepsi
publik dengan meminta maaf dan menerima krisis sebagai kenyataan. Bentuk komunikasi
yang biasanya dilakukan berupa: compentation dan apology.

4) Strategi Memperkuat dilakukan oleh organisasi untuk mencari dukungan publik. Bentuk
komunikasi yang biasanya dilakukan berupa: reminder, ingratiation, dan victimage.

Komunikasi Krisis Melalui Media Sosial

Ketika pandemi berlangsung, media sosial menjadi saluran media komunikasi yang
digunakan oleh kepala daerah dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan
pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks komunikasi krisis, pemanfaatan media sosial akan
membuat komunikasi menjadi lebih efektif (Elbanna et al., 2019). Media sosial berpotensi
menciptakan komunikasi krisis yang efektif dengan adanya potensi dialog, memilih dan mengelola
pesan, dan memantau situasi krisis (Aziz & Wicaksono, 2020). Selain itu, dengan dukungan
teknologi informasi secara lebih luas dapat diterima oleh stakeholders sehingga penderitaan akibat
dari krisis yang terjadi dapat ditangani melalui media social (Rasmussen & Ihlen, 2017; Txkke,
2017).

Salah satu tantangan komunikasi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam menyebarkan
informasi melalui media sosial di masa krisis ialah ada pada kemampuan mereka dalam
mengoperasikan gawai, menggunakan perangkat dan mengelola informasi dari sumber digital
(Goeritman, 2021). Kepala daerah sebagai pemilik dan pengelola akun mereka sendiri harus
memiliki kemampuan kreatifitas dalam membuat pesan yang disampaikan melalui Instagramnya.
Kemampuan ini menjadi sangat penting dalam rangka membuat pesan yang dapat menarik
perhatian para pengikut dan pembacanya. Selain itu, layanan yang diberikan oleh Instagram juga
menuntut penggunanya untuk bisa mengolah beragam bentuk materi menjadi sebuah pesan yang
menarik. Layanan-layanan yang ada dalam Instagram antara lain: foto, video, infografis,
instastories, kontes, konten influencer, dan user generated content. Dalam penelitian ini, bentuk-
bentuk konten Instagram para gubernur di Pulau Jawa digunakan sebagai alat koding dalam
melakukan analisis isi untuk melihat bagaimana mereka mengkomunikasikan substansi kebijakan
PPKM Darurat.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, analisis isi digunakan untuk mengkaji isi dari konten Instagram para
gubernur di pulau jawa dan menyimpulkan maknanya. Analisis isi merupakan teknik penelitian
untuk menyimpulkan makna ‘teks’ melalui prosedur yang dapat dipercaya (reliable), dapat
diaplikasikan dalam konteks yang berbeda (replicable), dan sah (Krippendorff, 2018).
Krippendorff menjelaskan bahwa ‘teks’ merupakan “other meaningful matter” yakni sesuatu
symbol yang memiliki makna lainnya. Dalam penelitian ini ‘teks’ tidak hanya terbatas pada tulisan
saja, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti foto, video, dan infografis yang ada dalam Instagram
para gubernur di pulau Jawa. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dimana
pendekatan deskriptif dalam analisis isi bertujuan untuk mendeskripsikan karakter suatu ‘teks’
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(Eriyanto, 2011). Karenanya, penelitian bertujuan untuk lebih menggambarkan aspek, konteks,
karakter dari konten Instagram pada gubernur di Pulau Jawa.

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa makna dari ‘teks’ yang di produksi oleh
para gubernur di pulau Jawa dalam Instagramnya. Analisis isi kualitatif menitikberatkan pada
pengembangan data yang dapat diinterpretasikan untuk mencari signifikansi secara teoritis
(Krippendorff, 2018). Sumber data ialah dokumentasi unggahan Instagram para gubernur sejak 03
Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Pembatasan ini dilakukan dengan didasarkan pada masa
berlaku dari kebijakan PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali. Data dianalisis dengan menggunakan
analisis isi sumatif untuk mendapatkan intisari dari ‘teks’ yang kompleks.

Hasil dan Pembahasan

Sejak disahkannya kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali pada tanggal 03 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 20 Juli 2021 para gubernur di pulau Jawa telah membuat beberapa unggahan pada
Instagramnya masing-masing.

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Unggahan Gubenur Jawa Di Instagram
Sejak 03 Juli-20 Juli 2021

No. Akun Gubernur Jumlah Unggahan
1 (@ganjar_pranowo 70
2 (@khofifah ip 60
3 (@aniesbaswedan 46
4 (@ridwankamil 29
5 (@wh_wabhidinhalim 8
Total Unggahan 213

Sumber: Instagram, diolah peneliti

Berdasarkan tabel 1. bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih sering
memanfaatkan Instagram sebagai saluran komunikasi dengan jumlah 70 unggahan. Diikuti oleh
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan jumlah 60 unggahan, lalu Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan dengan jumlah 46 unggahan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan
jumlah 29 unggahan, dan terakhir Gubernur Banten dengan jumlah 8 unggahan. Dalam kurun
waktu dari tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 terdapat total 213 unggahan yang
dibuat oleh kelima gubernur di pulau Jawa.

Berdasarkan pada hal di atas, dapat dikatakan bahwa para gubernur di pulau jawa telah
secara proaktif memanfaatkan Instagram sebagai saluran komunikasi pemerintahan dalam rangka
efektivitas dan efisiensi pemberian informasi publik dan pelayanan publik. Hal ini sudah sesuai
dengan tujuan dari konsep implementasi pemerintahan digital dan birokrasi digital yakni
transparansi publik, pemberian akses informasi cepat dan luas, pemberian jasa pelayanan yang
mudah dan cepat, serta meningkatkan efisiensi kepemerintahan (Indrajit et al., 2005).

Dari sekian banyak unggahan Instagram yang dibuat oleh kelima gubernur di pulau Jawa,
terdapat beberapa unggahan yang termasuk dalam kategori informasi berkaitan dengan substansi
kebijakan PPKM Darurat.
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Tabel 2.
Perbandingan Unggahan Berkaitan Dengan Substansi Kebijakan PPKM Darurat
No. Akun Gubernur Jumlah Unggahan Jumlah Ul.lggahan
Berkaitan

1 (@ganjar_pranowo 70 51
2 (@aniesbaswedan 46 39
3 (@khofifah ip 60 33
4 (@ridwankamil 29 19
5 (@wh_ wahidinhalim 8 5

Total Unggahan 213 147

Sumber: Instagram, diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2. bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih sering
memberikan informasi terkait dengan substansi kebijakan PPKM Darurat dengan jumlah 51
unggahan. Diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan jumlah 39 unggahan, lalu
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan jumlah 33 unggahan, Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil dengan jumlah 19 unggahan, dan terakhir Gubernur Banten Wahidin Halim
dengan jumlah 5 unggahan. Dalam kurun waktu dari tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli
2021 terdapat total 147 unggahan dibuat oleh kelima gubernur di pulau Jawa yang berkaitan dengan
substansi kebijakan PPKM Darurat.

Berdasarkan pada hal di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan oleh
para gubernur melalui Instagram telah dilakukan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa para
gubernur ingin agar krisis pandemi Covid-19 di wilayahnya segera berakhir. Dengan
memanfaatkan saluran komunikasi melalui Instagram, mereka dapat menyebarkan informasi
mengenai substansi kebijakan PPKM Darurat secara lebih luas. Hal ini akan memungkinkan
masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat untuk memahami substansi kebijakan PPKM
Darurat dan dapat menjalankan kebijakan tersebut.

Unggahan yang berisi informasi substansi kebijakan PPKM Darurat pada Instagram kelima
gubernur di pulau Jawa sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya

Tabel 3.
Perbandingan Bentuk Konten

@wh wahidinhalim  @aniesbaswedan  @ridwankamil  @ganjar pranowo  (@khofifah.ip

Foto 3 11 6 0 22
Video 2 3 8 40 5
Infografis 0 22 4 6 5
Influencer 0 3 1 5 1

Sumber: Instagram, diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3. bahwa setiap gubernur memiliki kecenderungan yang berbeda-beda
terkait dengan bentuk konten yang mereka unggah dalam menyebarkan informasi yang berkaitan
dengan substansi kebijakan PPKM Darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih dominan
menggunakan konten dalam bentuk video dan tidak pernah menggunakan konten dalam bentuk
foto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih dominan menggunakan konten dalam
bentuk foto, Gubernur DKI Jakarta lebih dominan menggunakan konten dalam bentuk infografis.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terlihat berimbang dalam menggunakan konten dalam bentuk
foto, video, dan infografis. Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim hanya menggunakan
konten dalam bentuk foto dan video.
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Selain faktor daya tarik, perbedaan bentuk konten menunjukan pada perbedaan bobot
informasi yang disampaikan. Konten dalam bentuk foto dan video lebih menonjolkan informasi
tentang suatu kejadian. Hanya, konten dalam bentuk video lebih bisa memuat informasi yang lebih
banyak dan lebih jelas. Selain itu, konten dalam bentuk video dipergunakan juga untuk
menyampaikan informasi-informasi mengenai protokol kesehatan dan layanan pemerintah yang
berkaitan dengan pandemic Covid-19. Sementara, konten dalam bentuk infografis lebih
menonjolkan informasi tentang penyajian data.

Gambar 3.
Variasi Bentuk Konten

ASI.mfgngﬁsi\‘ §

Sumber: Instagram, diolah peneliti

Data pada tabel 3. kemudian peneliti gunakan untuk menganalisa informasi apa saja yang
mereka sampaikan berkaitan dengan kebijakan PPKM Darurat. Dari keseluruhan isi instruksi yang
ada dalam Kebijakan PPKM Darurat, peneliti hanya menemukan tiga kategori saja, yakni :
koordinasi yang dilakukan oleh para gubernur, edukasi tentang vaksinasi dan protokol kesehatan
pencegahan penyebaran virus Covid-19, serta informasi mengenai bantuan sosial.

Tabel 4.
Unggahan Berdasarkan
Kategori Substansi Kebijakan PPKM Darurat

(@wh wahidinhalim  @aniesbaswedan  @ridwankamil (@ganjar pranowo  (@khofifah.ip

Koordinasi 2 4 1 7 10
Edukasi 1 22 9 41 20
Informasi 5 13 9 3 3
Bantuan

Total 5 39 19 51 33

Sumber: Diolah peneliti

Pada data tabel 4. dapat dilihat bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur
DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih banyak
memberikan informasi edukasi tentang program vaksinasi dan juga tentang protokol kesehatan
pencegahan penyebaran virus Covid-19. Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan informasi
tentang informasi bantuan dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait penanggulangan pandemi
Covid di wilayahnya. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil cukup berimbang dalam
memberikan informasi mengenai bantuan sosial dan edukasi kepada masyarakat.

Kategori koordinasi didominasi oleh informasi yang berkaitan dengan koordinasi antara
masing-masing pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait dengan penyediaan oksigen.
Terkecuali konten yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih banyak
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memberikan informasi mengenai koordinasi dirinya dengan para kepala daerah di wilayah Jawa
Tengah dengan nama program ‘Rembug Desa’. Kategori edukasi didominasi oleh informasi yang
berkaitan dengan vaksinasi dan protokol kesehatan. Dan kategori bantuan sosial didominasi oleh
informasi mengenai bantuan dan layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing daerah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya banyak menginformasikan tentang layanan
vaksinasi melalui aplikasi ‘JAKI’ dan mobil vaksin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga
banyak menginformasikan tentang layanan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat
(Pikobar), bantuan oksigen, dan layanan pemberian obat gratis.

Berdasarkan pada hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa secara
keseluruhan komunikasi krisis yang dilakukan oleh para gubernur di pulau Jawa melalui Instagram
lebih menunjukan pada strategi rebuild dan strategi reinforcing sebagaimana formulasi SCCT
Coombs (2010). Strategi rebuild dilakukan dalam rangka untuk mengubah persepsi publik terhadap
virus Covid-19 dan penanganan krisis pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini
sangat penting melihat informasi simpang siur di masyarakat tentang keberadaan virus Covid-19.
Dengan edukasi yang dilakukan oleh para gubernur melalui Instagramnya, diharapkan masyarakat
mendapatkan informasi yang jelas dan kredibel tentang virus Covid-19. Selain itu, melalui
informasi tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat menekan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah terkait penanganan krisis pandemi Covid-19. Informasi seperti ini
menunjukan bahwa pemerintah sudah sangat serius dalam menanggulangi krisis pandemi Covid-
19.

Strategi reinforcing dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan dukungan masyarakat
dalam menangani krisis pandemi Covid-19. Para gubernur melalui Instagramnya mengajak
masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 secara bersama-sama. Untuk itu, para
gubernur selalu memberikan informasi mengenai protokol kesehatan Covid-19, pelaksanaan
vaksinasi Covid-19, dan fracing swab. Selain itu, para gubernur juga beberapa kali mengunggah
informasi yang bersifat memberikan motivasi kepada masyarakat.

Simpulan

Kesimpulan dalam penelitin ini ialah bahwa para gubernur di pulau Jawa telah secara proaktif
memanfaatkan Instagram sebagai saluran komunikasi dengan masyarakat dalam rangka
penanggulangan krisis pandemi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Mereka telah
mengkomunikasikan substansi kebijakan yang ada dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 agar
masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat mengimplementasikan isi dari kebijakan tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh para gubernur di pulau Jawa melalui Instagramnya
menunjukkan bagaimana mereka ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap
virus Covid-19 dan juga terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, mereka
juga berusaha untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui dukungan masyarakat agar selalu
mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan swab.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih
optimal dalam pemanfaatan sarana teknologi untuk mendukung kinerja pemerintahan yang lebih
produktif. Peneliti juga ingin menyampaikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya bahwa
perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan menggunakan
pendekatan positif untuk melihat efektivitas komunikasi krisis para gubernur di Instagram. Topik
yang bisa diambil seperti pola interaksi yang terjadi dan engagement masyararakat terhadap
informasi yang diberikan.
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